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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1947 

TENTANG 

MENGURUS BARANG-BARANG YANG DIRAMPAS DAN BARANG-BARANG BUKTI. 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 
 
 
Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan baru yang mengurus barang-barang 

yang dirampas atas kekuataan keputusan pengadilan, serta barang-barang 
bukti yang tidak diambil oleh yang tidak diambil oleh yang berhak 
menerimanya; 

 
Memutuskan: 

 
Menetapkan peraturan sebagai berikut: 
 

Pasal 1. 
 
Barang-barang yang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan harus diserahkan oleh 
jaksa yang menjalankan keputusaan ini kepada residen yang berkuasa ditempat kedudukan 
pengadilan itu, atau kepada seorang pegawai yang ditunjuk olehnya. 
 

Pasal 2. 
 
(1) Barang-barang tersebut pada pasal 1 harus dijual, kecuali jikalau menurut peraturan 

barang-barang itu tidak boleh dijual atau residen memberi ketentuan lain. 
(2) Penjualan tersebut pada ayat 1 harus dilakukan dimuka umum dengan perantaraan 

Kantor Lelang, jikalau harga penjualan barang-barang itu ditaksir akan melebihi 300 
rupiah. 

(3) Jikalau harga penjualan itu ditaksir tidak akan melebihi 300 rupiah, maka 
barang-barang itu dapat dijual oleh residen atau pegawai tersebut pada pasal 1 dengan 
pembayaran tunai dimuka dua saksi. 

(4) Jumlah harga penjualan dipotong dengan ongkos penjualan diserahkan oleh residen 
kepada Kas Negeri. 

 
Pasal 3. 

 
(1) Barang-barang bukti, yang sesudah 6 bulan dihitung mulai hari keputusan dapat 

dijalankan tidak diambil oleh yang berhak menerimanya, dijual oleh jaksa yang 
melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan diketahui oleh ketua 
kejaksaan. 

(2) Jikalau peradilan itu dilakukan oleh Pengadilan Kepolisian, atau pengadilan yang 
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, maka penjualan itu dilakukan oleh panitera dengan 
diketahui oleh ketua pengadilan. 

(3) Penjualan tersebut pada ayat 1 dan 2 dilakukan dengan pembayaran tunai dimuka 2 
saksi, jikalau harga penjualan ditaksir tidak akan melebihi 300 rupiah. 

(4) Jikalau harga penjualan ditaksir akan melebihi 300 rupiah, penjualan itu harus 
dilakukan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang. 

(5) Jumlah harga penjualan dipotong dengan ongkos penjualan diserahkan oleh yang 
menjual kepada kas Negeri. 

(6) Dalam tempo 3 tahun dihitunng mulai hari penjualan yang berhak menerima barang 
dimaksudkan pada ayat 1 dapat mengambil jumlah tersebut pada ayat 5 dari Kas Negeri. 

(7) Jikalau Barang-barang tersebut pada ayat 1 sukar atau berbahaya untuk disimpan lama, 
maka tempo 6 bulan itu dapat diperpendek oleh ketua kejaksaan atau dalam hal tersebut 
pada ayat 2 oleh ketua pengadilan. 


